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WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting
dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka
perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong
pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan
penyediaan perumahan dan permukiman;

bahwa masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, masih belum mampu tinggal di rumah yang layak,
sehat, aman, serasi, dan teratur maka fasilitasi
pembangunan rumah khusus secara menyeluruh dan
terpadu dengan sistem peémanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palopo tentang Pemanfaatan dan
Penghunian Rumah Khusus;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j;



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2011);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Lembaran
Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9);



13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

W

ow

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Palopo;

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Walikota adalah Walikota Palopo;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Palopo;
Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Palopo;

Badan Pengelola Rumah Khusus yang selanjutnya disebut Badan Rusus
adalah unit yang berada dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Palopo sebagai pengelola rumah khusus di Kota Palopo;

Kepala Badan Rusus adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Khusus Kota
Palopo;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo;

Kawasan Kkhusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau
kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus
seperti industri, nelayan, cagar budaya, pelabuhan, daerah perbatasan dli;
Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang dan fungsi utama untuk permukiman;

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

Tata ruang ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik
direncanakan maupun tidak;

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian yang di lengkapi dengan prasarana, sarana
dan utilitas lingkungan;

Satuan perumahan adalah perumahan yang terdiri dari minimal 50 (lima
puluh) unit rumah;

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rumah sewa adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal/hunian baik tidak bertingkat (rumah deret) maupun bertingkat
(rumah susun) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan
dengan tata laksana sewa;

Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola
atas barang milik negara/daerah yang berupa perumahan atau rumah
sewa dengan melestarikan fungsi rumah sewa yang meliputi kebijakan
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penata
usahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah sewa;
Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan rumah sewa
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan rumah sewa tetap laik
fungsi,

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan rumah sewa dan/atau komponen bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan rumah sewa tetap laik fungsi;
Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga yang bertempat tinggal
dalam rumah sewa;

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh data atau informasi serta penatausahaan rumah sewa
dengan cara penyampaian surat pemberitahuan kepada penghuni untuk
di isi secara lengkap dan benar;

Sewa Rumah Khusus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian rumah khusus milik pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang/pribadi, badan;

Tarif Sewa Rumah Khusus adalah nilai besaran sewa yang harus dibayar
oleh setiap penghuni rumah khusus NSD setiap bulan atas pemanfaatan
dan penghunian rumah khusus NSD;

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;

Rumah New Site Development yang selanjutnya disingkat NSD adalah
pembangunan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang tinggal pada permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun
kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan
bencana serta menimbulkan bahaya bagi orang atau barang;

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumabh;

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah
setempat,

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja
lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah setempat.



(1).

2).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pemanfaatan dan penghunian rumah khusus dengan sistem
pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa adalah untuk
terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan
secara berdaya guna dan berhasil guna;

Tujuan pemanfaatan dan penghunian rumah Khusus adalah untuk
menciptakan suatu perumahan dan kawasan permukiman yang layak
sehat, aman, serasi, teratur dan terjangkau bagi MBR.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI

Pasal 3

Calon penghuni rumah khusus harus memenuhi persyaratan dan ketentuan
sebagai berikut:

a.
b.

c.
d.

Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kota Palopo;
Masyarakat yang terkena dampak dari program pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

Sudah berkeluarga dan bukan Pegawai Negeri Sipil;

Warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh yang
tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi orang
atau barang;

Belum memiliki rumah dan/atau tempat tinggal yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari kelurahan setempat sebagaimana Format surat
keterangan terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini;

Berpenghasilan rendah dan/atau minimun sebesar Upah Minimun
Provinsi di buktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan/atau
kelurahan setempat;

Memiliki kartu identitas, KTP dan Kartu Keluarga serta Kartu Nelayan
khusus untuk calon penghuni yang diperuntukkan khusus untuk
perumahan nelayan;

Mengajukan permohonan tertulis berupa Formulir Pendaftaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, kepada Walikota
untuk menjadi calon penghuni dengan dilampiri:

Foto copy KTP;

Foto copy KK;

Foto copy surat nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar);

Keterangan penghasilan dari pemerintah setempat/Kelurahan
setempat.

Surat pernyataan kesanggupan membayar sewa untuk rumah khusus
NSD dan iuran lain serta kewajiban lain yang ditetapkan dan;

Surat permyataan kesanggupan mentaati dan mematuhi tata tertib
penghunian dan ketentuan lain yang ditetapkan sebagaimana Format
surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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(1).

(2).

(3).

(1).

(2).

(3).

(4).

BAB IV
PENETAPAN CALON PENGHUNI

Pasal 4

Apabila Unit Pengelola atau UPT pengelola rumah khusus belum
terbentuk maka calon penghuni yang telah memenuhi persyaratan
dilakukan verifikasi dan seleksi oleh Tim/panitia seleksi penerima
manfaat pembangunan rumah khusus;

Hasil verifikasi dan seleksi oleh Tim / Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan
penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni,

Berdasarkan hasil seleksi yang telah mendapatkan persetujuan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Walikota menetapkan calon
penghuni dan daftar tunggu calon penghuni yang ditetapkan dengan
keputusan Walikota.

BAB YV
PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS
NEW SITE DEVELOPMENT DAN RUMAH NELAYAN

Pasal 5

Penghunian rumah khusus New Site Development dilaksanakan
berdasarkan surat perjanjian sewa yang dibuat antara Kepala Dinas
dengan calon penguni;

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Identitas kedua belah pihak;

b. Waktu terjadinya kesepakatan;

¢. Memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus di taati oleh
kedua belah pihak;

Hak, kewajiban dan larangan para pihak;

Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian serta periodesitas sewa,
Jenis, Luas atau Jumlah barang dan besaran sewa

Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa,

Keadaan diluar kemampuan (force majeur);

Penyelesaian perselisihan; dan

Sanksi atas pelanggaran.

R -0 o

e e

Jangka waktu perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan
pendaftaran ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan cara menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Walikota
paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa
berakhir;



(S)-

(7).

(8).

(9)

(10)

(11)

Format Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

Berdasarkan surat perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas menerbitkan surat izin penghunian,

Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan

kepada penghuni untuk disampaikan kepada Kepala Unit Pengelola atau

UPT Pengelola Rusus dan ketua RT dan/atau RW setempat untuk dicatat

dan digunakan sebagai bukti resmi menjadi penghuni rumah khusus;

Format Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini;

Untuk Rumah Khusus Nelayan tidak dikenakan sewa tanah dan rumabh,

tetapi dikenakan berupa uang iuran yang dikelola tersendiri oleh

Kelompok Nelayan berdasarkan musyawarah mufakat dan kesepakatan

penghuni.

Penghuni rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mentaati tata tertib penghunian berupa :

a. penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
lambat 2 hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa;

b. calon penghuni yang sudah menandatangani surat perjanjian sewa
menyewa dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib
menghuni/bertempat tinggal di rumah khusus;

c. melaporkan perubahan anggota keluarga (pindah/masuk) dalam
waktu 1 x 24 jam kepada Ketua RT/RW dan Kepala Dinas melalui
Kepala Unit Pengelola;dan

Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

Penghuni rumah khusus mempunyai hak sebagai berikut:

a.
b.

menempati satuan Rumah Khusus untuk keperluan tempat tinggal;
menggunakan dan/atau memakai fasilitas umum dilingkungan
Perumahan;

mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, persampahan,
pembuangan air kotor dan/atau air limbah;

menyampaikan keberatan dan/atau laporan atas layanan kondisi, tempat
dan lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat dan
mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan
sarana dan utilitas umum sebagaimana Format terlampir dalam Lampiran
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;



membentuk kelompok rumah khusus yang dapat dimanfaatkan sebagai
wadah komunikasi dan sosialisasi untuk kepentingan bersama;
menggunakan rumah khusus sebagai tempat usaha kecil, dengan
persetujuan dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Penghuni rumah khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.

penghuni rumah Kkhusus NSD menyetor uang sewa rumah harus
dilakukan sekaligus secara tunai setiap bulan sesuai dengan perjanjian
sewa;

penghuni rumah khusus nelayan menyetor iuran yang ditetapkan sesuai
ketentuan;

membayar rekening listrik, air bersih, PBB dan biaya lain yang menjadi
tanggung jawab penghuni;

membuang sampah pada tempat yang disediakan dengan
membungkusnya ke dalam plastik secara rapi dan tidak berantakan;
menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai
wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama,;

mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan
pengelola;

memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana
umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;

membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian
penghuni;

menyerahkan tempat hunian beserta fasilitasnya dalam keadaan baik dan
lengkap kepada Kepala Dinas melalui Kepala Badan Pengelola pada saat
berakhirmya atau apabila terjadi pemutusan perjanjian sewa;
berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis;

mengatur parkir bagi penghuni yang meletakkan kendaraannya di lokasi
yang telah ditetapkan,;

melaporkan kepada Ketua RT/RW apabila penghuni meninggalkan tempat
tinggalnya untuk sementara waktu;

melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada ketua RT/RW
setempat dalam waktu 1x24 jam; dan

mengikuti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh
dinas secara sukarela.



Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 8

Penghuni rumah khusus dilarang untuk:

a.
b.

(1).

2).

(3)-

memindahkan hak penghunian kepada orang lain dengan alasan apapun;
merubah sebagian dan atau seluruh ruangan dan atau bentuk bangunan
rumah tanpa izin tertulis dari kepala dinas;

menyewa atau menempati lebih dari 1 (satu) unit rumah;

menyimpan atau mengijinkan penyimpanan segala bahan bersifat
eksplosive, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya
yang dapat menyebabkan bahaya terhadap bangunan atau penghuni
lainnya;

melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan
taruhan uang atau barang;

membawa, menjual, menyimpan, meminum, dan/atau mengajak orang
lain untuk minum-minuman beralkohol;

melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan agama;
mengadakan pertemuan untuk melakukan  kriminal, terorisme
dan/atau politik;

melakukan perbuatan yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum
di lingkungan perumahan rumah khusus;

menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum dan
tempat fasilitas bersama lainnya;

melakukan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkotika
dan obat-obatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
mengubah utilitas, prasarana, sarana dan luas bangunan perumahan di
lokasi rumah khusus yang sudah ada tanpa persetujuan dari Kepala
Dinas;

mengadakan kegiatan organisasi terlarang.

BAB VII
SEWA DAN IURAN RUMAH KHUSUS

Pasal 9

Pemanfaatan atas Rumah khusus dikenakan Tarif Sewa yang besarannya
ditetapkan secara transparan melalui sosialisasi kepada seluruh
pemangku kepentingan yakni pengelola, penghuni, calon penghuni dan
pihak terkait;

Tarif sewa rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

Biaya sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan bagi
penghuni Rumah Khusus Nelayan;



(4).

(1).
(2).

(3).

Kriteria penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terjangkau oleh  masyarakat berpenghasilan rendah  dengan
memperhitungkan biaya pemeliharaan dan perawatan rutin termasuk
eskalasi harga karena inflasi;

Pasal 10

Pembayaran tarif sewa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10
pada bulan berkenaan;

Penarikan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh
petugas UPT atau Unit Pengelola Rumah Khusus yang ditunjuk;

Hasil pungutan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Pasal 11

Apabila kemampuan keuangan penghuni Rumah khusus belum mencukupi,
dapat dilakukan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif

sewa.

(1).

(2)-

Pasal 12

Pengurangan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan
dengan cara memberikan pengurangan sebagian dari tarif sewa yang wajib
dibayar;

Pengurangan tarif sewa hanya dapat diberikan paling banyak 30% (tiga
puluh persen) dari tarif sewa yang ditetapkan dengan jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Pemberian keringanan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan dengan cara memberikan kemudahan membayar secara mengangsur
paling banyak 4 (kali) kali dari keseluruhan tarif sewa yang wajib dibayar.

(1).

Pasal 14

Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif
sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penghuni harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Palopo cq.
Kepala Dinas dilengkapi dengan:

a. foto copy KTP;

b. foto copy KK;

Cc. surat perjanjian sewa;
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2).

(1).

d. keterangan penghasilan dari Kelurahan setempat; dan

e. surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan kelurahan setempat
atau bukti lain yang dapat digunakan sebagai warga miskin.

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa rumah

dilaksanakan secara selektif melalui pendataan, klarifikasi dan survey

lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa rumah
diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran;
Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa
dilakukan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Walikota.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau kenaikan tarif sewa rumah, pada masa
peralihan dapat dilakukan pemberlakuan tarif sewa secara bertahap yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(1).

BAB VIII
PENGELOLAAN, PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian rumah khusus dilakukan oleh

Dinas melalui Unit Pengelola atau UPT Pengelola rumah khusus untuk

mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan

ketertiban lingkungan,;

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan pelatihan, dan sosialiasasi kepada penerima manfaat
Rumah Khusus;

b. melakukan pengawasan dan kontrol teknis terhadap implementasi
kegiatan penerima manfaat Rumah Khusus termasuk jika penerima
manfaat ada yang ingin melakukan perubahan pada bangunan
rumabh,;

c. melakukan pengelolaan, perbaikan, dan perawatan rutin terhadap
beberapa komponen kerusakan rumah berupa atap, dinding dan
lantai serta infrastruktur di setiap rumah seperti listrik, air, serta
septic tank individu melalui penyedotan lumpur tinja dan memastikan
lumpur tinja dipindahkan ke Instalasi Pengelolah Limbah Tinja;

d. melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota yang berhubungan dengan
perbaikan setiap kerusakan dari infrastruktur dasar Rumah Khusus
(jalan, drainase, air bersih, penerangan jalan, dan lain-lain);

e. melakukan pemeliharaan lansekap Rumah Khusus;
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(3).

(4)-

(5).

(6).

(7).

(8).

(9).

f. melakukan koordinasi secara teratur melalui forum komunitas terkait
pengaturan pengelolaan dan perawatan keamanan lingkungan;

g memfasilitasi dalam hal pengelolaan dan perawatan reguler untuk
infrastruktur melalui kerja bakti,

h. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di lokasi Rumah
Khusus dengan menyediakan format khusus pengaduan (maksimum
tindak lanjut atas pengaduan masyarakat adalah 3 hari kerja);

i. melakukan penarikan tarif sewa rumah khusus NSD kepada
Penghuni,

j. menyetorkan hasil penarikan sewa rumah khusus NSD ke Rekening
Kas Umum Daerah;

k. melakukan pencatatan, Pembukuan serta Pengadministrasian;

melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas.

[y
.

Pembentukan UPT atau Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui
pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara
administrasi dan teknis;

Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pengelola rumah khusus;

Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kepala Dinas
melalui UPT atau Unit Pengelola;

Format Laporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (6)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota inij;

Kepala Dinas melalui UPT atau Unit Pengelola wajib menindak lanjuti atas
Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

Dalam hal UPT atau Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum terbentuk maka semua kegiatan/aktivitas dilaksanakan oleh tim
atau pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Penghuni rumah khusus yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan
akan diberikan sanksi sebagai berikut:

a.

apabila penghuni melanggar ketentuan, kewajiban dan/atau larangan,
maka surat perjanjian sewa akan dibatalkan dan Surat Izin Penghunian
untuk rumah khusus dicabut secara sepihak oleh Kepala Dinas;

calon penghuni rumah khusus dalam waktu 1 (satu) bulan belum
menempati huniannya, maka surat perjanjian sewa dibatalkan dan Surat
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[zin Penghunian dicabut, selanjutnya secara sepihalk oleh kepada Dinas;

c.  kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab
penghuni;

d. apabila penghuni rumah khusus NSD tidak membayar tarif sewa selama 3
(tiga) bulan berturut-turut maka surat perjanjian sewa akan dibatallkan
dan surat izin penghunian akan dicabut dan tempat hunian digantikan
oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu; dan

e. penghuni rumah khusus NSD yang melanggar perjanjian sewa dan tidak
bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan
sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Juni 2019
WALIKOTA PALOPO,

T o

Y

. JUDAS AMIR

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2019



Lampiran I Peraturan Walikota Palopo
Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Formulir Pendaftaran Permohonan Menghuni Rusus

No. Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN
Permohonan Menghuni Rumah Khusus

Yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama D reereretetrtirencrnennesenns
Alamat D rrreeeeesnenereriiensanenens
Tempat/Tanggal Lahir D ereteieteeerereneeraerenes
Nomor KTP  etttereeseererecnesretenanens

Status tempat tinggal sekarang

Jumlah Keluarga/Pengikut D eeerenenns
Pekerjaan D ereeeneens
Alamat Pekerjaan D eeeeerennes

...........

...........

Berita ini kami mengajukan permohonan untuk
bulanan.
Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :

......................................

......................................

......................................

......................................

.....................................

.....................................

.....................................

Sewa Kontrak Menumpang
di rumah orang
lain
Fasilitas Perusahaan Lain-lain
........... orang

................................................

................................................

................................................

................................................

menyewa Rumah Khusus dengan cara pembayaran

Surat Pernyataan

DataPermohonanKependudukan

Surat Keterangan Bekerja dan Belum Pernah
Mendapatkan Bantuan Subsidi Rumah dari

Pemerintah
Diketahui :
Kelurahan atau kantor tempat bekerja : Pemohon :
BUKTI PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN MENYEWA RUSUS No. Formulir :
Nama Pemohon L eeertneerreurrrrei e te e rra e saatsttans st bt ernaesracresaansssnrisane
Alamat D eitrtrrertieriicrer e seasrtseare ettt ar sttt etansarsernerenaenenans

Petugas Pendaftaran
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Lampiran II Peraturan Walikota Palopo
Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal: 24 Juni 2019
Contoh Surat Keterangan Bekerja dan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Subsidi Rumah
dari Pemerintah!

SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN
SUBSIDI RUMAH DARI PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama PSP UTTRN
Tempat/Tanggal Lahir : .......cccovvvivieeienieniirtiecenereniereetueenneeeeernsenseenns
NomorKTP © eettertreietereeeerasreeeenretetesanstastnsetatnnrnransresrnreanns
Alamat Rumah H PPN
Pekerjaan D e ieetetireeieiearaetiestar et eata e sae e sansannannsns
Nama tempat kerja L eetteenstrerecetnrentrorthetasatenresteatsnsanrernsanennraans
Alamat tempat KeIja @ ...cccceeeivmreciiinenieeiiinnrrrrrii e eernree e

Adalah benar :
Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status .......cc.ceeeeenen.s
Gaji/honor per Bulan RP .......cciiiviiiiiiiiiericereenerttraneeneenieeerennnerrrrnseesenneresennes

Tinggal di alamat di atas dengan status :

Mengontrak

Menyewa

Menumpang di rumah orang lain

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusus
i o

LURAH

! Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran
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Lampiran III Peraturan Walikota Palopo
Nomor : 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Data Pemohon dan Kependudukan (DPK)?

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN

(DPK)
1. Nama Lengkap e s e bt e s e s e e e e b eaaesanseans
2. Tempat & Tanggal Lahir D e rree s e e e na e ra e e s e e e b s aannss
3. Warga Negara D ettt ere e e e e e e et s aean e rnsn et naennnans
4. Agama/Kepercayaan ettt ettt e e e n e et e st rnrreber e s tnennrnenaan
5. Menikah/Belum Menikah  rterreeenseii e taeeaa e aeetnennreernenesarennrtentstnnsnanee
6. Alamat/Tempat Tinggal D ettt a e s e et s es b eanranreresennesressnane
7. Status Tempat Tinggal Lttt e ee e e e e ee e ra e e een b s raan s
8. Pekerjaan Pemohon | ettt b ra e s e ettranreseeenaennsereosrenrnnenenns
9. Alamat Tempat Bekerja O S UUUSIRRN
10. Penghasilan Rata-rata/bulan R e
RP. ittt
11. Pekerjaan Istri/Suami PEMONOI I .ccveeeiiciiiieeeeeeeeeeeeeteeee e e e ee s
12. Penghasilan Istri/Suami PEMONON  : ...coccvvvvieeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseesseeeesessesssesseons
13.Alamat Pekerjaan Istri/Suami PEMONON fu....eevuieiiueeeeneeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeseeseseeesons
14. No. KTP Pemohon D ettt ba st ae s rner e sar e eransenenarsanasnnes
15. No. KTP Istri/Suami Pemohon D ettt raaetaera e tarentenneer b treernnsenesans
........................ yevrarenneecsecserennes 20 1iivens
Lampiran :
Foto Copy KTP
Foto Copy KTP
Pemohon

...........................................

Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran
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Lampiran V Peraturan Walikota Palopo
Nomor: 16 TAHUN 2019

Tanggal : 24 Juni 2019
Contoh Form Verifikasi Kelayakan MBR untuk Sewa Rumah

Verifikasi Kelayakan Keuangan MBR untuk Sewa Rumah

Hasil Wawancara Catatan/Rekomendasi
Nomor Kurang Ususlan dan Keputusan Tim
Urut | Nama Pemohon M";‘;‘!’,“‘“ Memenuhi | (Ditolak/Ditunjuk) Seleksi dan SKPD
UMP Keuangan/Dispenda
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Lampiran VI Peraturan Walikota Palopo
Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Surat Pernyataan Calon Penghuni Rusus

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari ................. tanggal, ......coeeevennvnnnnn... bulan, ................... tahun, ...............

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ettt eeteeiietrecerere ettt e e et ienerareaerearaneansnsssessns
Alamat D ettt ettt rae et ran s et s n b erresensennsennnns
Tempat/tanggal lahir ettt ettt e et s e b ra e bbetensansreesans
Nomor KTP e st rae s e e e ran e b et e e anraesarnsan
Pekerjaan ettt st a et re e raaene e nrennnaes
Status ettt ettt retaatera et e et ra e areransns
Alamat Pekerjaan D ettt sra e ea e sabeseranaeanrerenne

...................................................................

Selaku pemohon/calon penghuni Rumah Khusus dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1.

2.

8.

Bahwa saya memohon menyewa rumah Khusus ...........ccceeeeuunnnnn.

Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku
sebesar Rp. .....ccceeveereveeveeeiiieeneeene ((eereeermmmi et )

Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian
utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempati

Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tatacara
penghunian di Perumahan Khusus

Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 5 (lima) tahun, terhitung
mulai tanggal ............ bulan .............. tahun .................. sampai dengan tanggal ............ bulan
............ tahun ..................

Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa rumah
khusus

Bahwa satuan hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 1(satu) KK yang seluruhnya
menjadi tanggungjawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

Hubungan dengan

No. Nama Umur P
enyewa

Keterangan

GBI W

Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka penglola
mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku
atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
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9. Bahwa selama menjadi penghuni rumah khusus saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang
menjadi tanggungjawab saya tersebut butir 2 di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan
tata tertib yang telah ditetapkan.

10. Bahwa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggungjawab saya adalah benar
dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak
menjadi anggota organisasi terlarang.

11. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi
tanggungjawab saya, ternyata :

a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa; dan/atau

c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di
atas,

Maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai dengan
kontrak perjanjian sewa menyewa rumah khusus.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermaterai cukup dan kemudian untuk itu, saya
bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6000

6Diserahkan bersamaan dengan tanda tangan kontrak perjanjian sewa rumah khusus
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Lampiran VII Peraturan Walikota Palopo
Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Form Tata Tertib Penghunian Rusus

10.
11.

12.

13.

14.

TATA TERTIB PENGHUNIAN
RUSUS

Penghuni Rumah Khusus New Site Development (NSD) adalah penyewa yang ditetapkan
berdasarkan perjanjian sewa.

Tempat penghunian luas + 28 s/d 36 m2, hanya diperkenakan dihuni oleh Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 1 x 24
jam kepada Pemerintah setempat.

Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan
hunian, serta menjaga dan merawat semua prasarana dan sarana utilitas yang ada.

Dilarang memindahkan hak huni kepada orang lain dengan alas an apapun.

Dilarang merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan rumah
tanpa seijin tertulis dari Kepala Dinas.

Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas
tertutup.

Menjaga suara radio dan televisi dan suara lainnya, jangan sampai menganggu tetangga.

Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan
kepada UPT Pengelola Rumah Khusus.

Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penyewa rumah khusus.

Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seizin UPT Pengelola
Rumah Khusus.

Saling menjaga dan memenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan
narkotika dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan
evaluasi terhadap penghuni oleh badan pengelola.

ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Khusus New
Site Development (NSD) dan diberlakukan oleh Badan Pengelola Rumah Khusus melalui
Peraturan Walikota.

Menyetujui
Pemohon Rumah Khusus
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Pasal 2

TARIF SEWA

- PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3)

perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA SEDESAT RP. ....ceeeueieemeeerereeeseseeseseeseeeresssssssssssssesssnns
(ceerrnrrmtte e ee e e e e sanans ) PET eiviiieiieniireeerenee, yang harus dibayar pada
bulan jatuh tempo, padasaat perjanjian sewa menyewa ditanda - tangani oleh penyewa;

. PIHAK KEDUA wajib membayar uang muka untuk restribusi sewa rumah sebesar 3 (tiga)

bulan biaya restribusi sewa rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1);

. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Palopo nomor
..................................... tentang .......oocceeviveiciiiiiiinicnniinninnneneeeeeeeee... di Kota Palopo, yaitu
......................................................... » PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi
pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa
yang telah dilaksanakan;

. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berkenaan,
keterlambatan atas pembayaran uang sewa dikenakan denda sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku;

. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat

perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 3

HAK PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK PERTAMA berhak:

1.

2.

3.

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib Rumah
Khusus kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi;

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran - juran lain, pemeliharaan
keamanan dan uang sewa serta denda;

Memutuskan perjanjian sewa - menyewa apabila penghuni melakukan hal-halyang tidak
sesuai dengan kewajiban dan larangan;

Memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban
penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK PERTAMA berkewajiban;

1.
2.

Membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur
yaitu 6 bulan sekali dan mendadak terhadap; saluran air hujan, saluran air limbah,
saluran limbah tinja, saluran listrik luar kawasan, penerangan jalan, dan struktur
bangunan (konstruksi atap, konstruksi dinding, balok, kolom, kontruksi lantai, kamar
mandi, instalasi listrik, dan pipa-pipa plumbing);

. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan di lingkungan Perumahan Khusus,

menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri;

. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila

PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/ kerusuhan dan atau pengerusakan fasilitas
perumahan Khusus;

. Melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban

dan larangan penghuni; dan

. Melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan rumah

Khusus.

. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
. Mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat

dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
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10.
11.

. Menanggapi permintaan/ keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni sesuai

dengan mekanisme penanganan keluhan;

Memfasilitasi penyediaan prasarana dasar listrik dan air bersih.

Secara rutin 1 sampai dengan 2 bulan sekali memonitor kesesuaian/ kebenaran penghuni
yang tinggal di rumah Khusus sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatanganij

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK PERTAMA dilarang :

1.
2.

a bW

N O

Membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak;
Memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang
digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian sewa;

. Mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak PIHAK KEDUA;
. Memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa;
. Membangun/ menambah/ mengurangi struktur bangunan dan fungsi ruang tanpa seizin

pengguna barang milik negara atau penerima aset kelola sementara rumah Khusus;

. Mengganggu kenyamanan PIHAK KEDUA; dan
. Memasukan orang/ barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Rumah Khusus

di dalam atau diluar hunian dan lingkungan Perumahan Khusus.

Pasal 6

HAK PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK KEDUA berhak:

1.

2.
3.

N O n

Menempati satuan Rumah Khusus yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal
sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta Perjanjian ini;

Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan perumahan Khusus;
Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, persampahan, pembuangan air kotor dan/
atau air limbah;

. Mengajukan keberatan (komplain) atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang

diperhatikan atau terawat dan mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan,
prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni kepada
PIHAK PERTAMA;

. Mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi;
. Menggunakan rumah sebagai tempat usaha kecil dengan PIHAK KEDUA tetap tinggal di

rumah Khusus dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK KEDUA berkewajiban;

1.
2.

3.

Now &

© ®

Membayarsewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Membayar rekening listrik dan air bersih (PDAM) sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA
dan ketentuan berlaku;

Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu, dengan
membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan;

Menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah
komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;

. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan pengelola;
. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta

berpartisipasi dalam pemeliharaan;

. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;

Mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir;
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10.

11.

berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang
harmonis;

Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang
akan menginap di rumah PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 Jam.

Pasal 8

LARANGAN-LARANGAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka
PIHAK KEDUA dilarang :

1.

2.
3.

[4)]

O 00O

10.

11.

12.

13.

14.

Menyewakan atau memindah tangankan sewa menyewa dimaksud kepada pihak lain
dengan alasan apapun;

Menyewa lebih dari satu rumah;

Melakukan perubahan/ perombakan bangunan Rumah Khusus dimaksudkan dalam
bentuk apapun kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA;

. Menyimpan/mengijinkan penyimpangan segala bahan bersifat eksplosive, segala bahan

kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap
Rumah Khusus atau penghuni lainnya;

. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau

barang, melakukan meminum-minuman keras;

- Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum-minuman keras;

. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama;

. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik;

. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain di lingkungan perumahan

Khusus;

Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan Rumah Khusus;
Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum dan tempat fasilitas
bersama lainnya;

Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkotika dan obat-
obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Mengubah utilitas, prasarana, sarana dan luas bangunan Rumah Khusus yang sudah ada
tanpa persetujuan dari badan pengelola;

Mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundanganundangan
yang berlaku.
Pasal 9
PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialilhkan baik untuk sebagian maupun untuk
keseluruhannya dengan alasan apapun.

1.

Pasal 10
SANKSI-SANKSI

PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan
pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini
menjadi batal demi hukum, dn PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian
kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa;

. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK

KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak
dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan
sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada
PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%;

. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan Rumah Khusus

dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah
memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah
kepada PIHAK PERTAMA;
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Pasal 11
PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.
Pasal 12
DOMISILI
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak

berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Palopo dimana lokasi Rumah
Khusus didirikan.

Pasal 13

PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu pihak terhadap hal- hal yang
timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Nama: Nama :
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Lampiran IX Peraturan Walikota Palopo

Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Formulir Pengajuan Aduan Penghuni Rumah Khusus

Kepad
epaca : UPT Pengelola Rumah Khusus

Kabupaten/ Kota

o

LAPORAN KERUSAKAN/ GANGGUAN

Penerima Laporan Nama Pelapor Tanggal Diterima Laporan
Staff UPT Pengelola Rumah Khusus | No. Rumah:

Bukti Penerimaan Komplain untuk Penyewa Rumah Khusus

Penerima Laporan Nama Pelapor Tanggal Diterima Laporan
Staff UPT Pengelola Rumah Khusus | No. Rumah:
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Lampiran X Peraturan Walikota Palopo

Nomor: 16 TAHUN 2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Contoh Formulir Penjelasan Penanganan Pengaduan Penghuni Rumah Khusus

No. Surat : . sesescscessacsnnannse

Kepada D secsessessessesensancnnes sessensaesee weeeeeeees (Penyewa Rumah Khusus)
No. Rumah : ...................... LTI YY ] e eOOORIGOIOOOES

Perihal

Penjelasan Pertanyaan

Hasil Pemeriksaan Kerusakan/Gangguan dan Pengkategorian Penanganan Kerusakan

Pemberitahuan Rencana Kerja Perbaikan

Berdasarkan laporan pengaduan yang telah Sdr/i ........cccccccoiiiiiiiiiiiiiniiiiinenn. dengan No.
Rumabh.......ccccuuunnn.nn. , diagjukan pada tanggal............ccooeiiiiiieiiiiiiinciineenenn. , maka dengan ini
kami selaku UPT Pengelola Rumah Khusus memberikan penjelasan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN/ PENJELASAN

PENGKLASIFIKASIAN PENANGANAN KERUSAKAN

RENCANA KERJA PERBAIKAN

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Contoh Formulir Laporan Hasil Perbaikan

Lampiran XI Peraturan Walikota Palopo

Nomor :

16 TAHUN 2019

Tanggal : 24 Juni 2019

No. Surat PN
Dari ¢ UPT Pengelola Rumah Khusus
Kepada O P OPPON (Penyewa Rumah Khusus)
No. Rumah : ------------------------------------------------
LAPORAN HASIL PERBAIKAN KERUSAKAN/ GANGGUAN

Dibuat oleh Disetujui oleh Diperiksa oleh Diketahui oleh
Nama : Nama :Penyewa rumah | Nama : Nama :
Jabatan: Staff Teknik/ | Khusus Jabatan: Manager Jabatan: Kepala UPT
Surveyor Teknik Pengelola Rumah Khusus
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